enteri Sekre-

taris Negara

(Mensesneg)

Prasetyo Hadi

mengatakan

bahwa peme-
rintah telah mengambil langkah
dengan membentuk Satuan Tugas
(Satgas) Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) dan Dewan Kese-
jahteraan Buruh.

“Beberapa waktu yang lalu su-
dah disetujui dan ditandatangani
oleh Bapak Presiden,” katanya di
Jakarta, Kamis (28/8).

Selanjutnya, dia menyatakan
pembentukan dua badan baru
terkait dengan buruh itu ditin-
daklanjuti oleh kementerian dan
lembaga (K/L).

Prasetyo berharap terbentuk-
nya dua lembaga tersebut bisa
memperkuat komunikasi antara
pemerintah, buruh, dan pelaku
usaha.

“Berkenaan dengan masalah hari
ini [kemarin] teman-teman buruh
menyampaikan aspirasi saya kira
itu sesuatu hal yang wajar. Justru
dengan adanya Dewan Kesejah-
teraan Buruh dan Satgas PHK
ini, komunikasi bisa jauh lebih
intens,” kata Prasetyo.

Dia menegaskan bahwa peme-
rintah menghormati setiap bentuk
penyampaian aspirasi masyarakat,
termasuk demonstrasi yang terjadi
di depan Gedung DPR.

Namun, dia mengingatkan agar
aksi tersebut tidak mengganggu
fasilitas umum.

“Yang lebih penting bahwa

| AKSI DEMONSTRASI BURUH |

PEMERINTAH BENTUK DUA BADAN BARU

Bisnis, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menepati janji membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja dan Dewan
Kesejahteraan Buruh merespons tuntutan pekerja aksi demontrasi yang terkonsentrasi di Gedung DPR Jakarta.

janji Presiden Prabowo Subianto
untuk membentuk Satgas PHK
menyusul maraknya PHK bela-
kangan ini.

Dia menyampaikan bahwa PHK
masih banyak terjadi di sejumlah
sektor seperti ritel dan perhotelan.
Oleh karena itu, dia menuntut
setop PHK.

“Di tekstil sudah mulai melandai
tren PHK, tetapi di ritel, hotel,
elektronik itu banyak terjadi PHK.
Satgas PHK tidak diben-
tuk-bentuk, ada apa,” kata
Said kepada awak media
di Gerbang Utama Gedung
Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) Jakarta Pusat.

Menurutnya, janji itu [
disampaikan Presiden
Prabowo Subianto saat

ALIH DAYA

Selain menuntut pembentukan
Satgas PHK, dia juga menying-
gung pidato Presiden Prabowo
yang bajanji untuk menghapus
outsourcing atau tenaga kerja alih
daya. Namun, Said menjelaskan
bahwa instruksi Presiden belum
dijalankan oleh para kementerian/
lembaga terkait.

Sampai saat ini, Said Igbal me-
nyatakan bahwa belum ada aturan
turunan yang mengatur lebih lanjut
beleid terkait dengan pencabutan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
35 tahun 2025 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,
Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat

Kerfa dl Indosesta
pada Januart-Junl

Reyhan Fernanda Fajariiza & Akbar Evandio
o3P bisni

minimum (UM) 2026 sebesar
8,5%—10,5%.

Dia menyitir perhitungan in-
temal Partai Buruh atas Putus-
an Mahkamah Konstitusi (MK)
bahwa kenaikan upah minimum
ditetapkan berdasarkan inflasi,
pertumbuhan ekonomi dan indeks

kenaikan hanya sebesar
39%. Padahal, dia menuntut
agar upah minimum dapat
meningkat 8,5% hingga

© 10,5% pada tahun depan.
“Saya sudah dengar, Apindo
|Asosiasi Pengusaha Indonesia]
dan pemerintah mau menaikkan
gaji [UMP] cuma 3%,” kata Said.

Tak ayal, permyataan tersebut
disambut sorakan massa buruh
yang hadir.
bahwa persentase 3%, apabila
dibandingkan dengan rerata upah
minimum buruh sebesar Rp3,5
juta, maka jumlahnya hanya setara
dengan Rpl05.000.

Nilai itu disebutnya tidak ter-
paut jauh dengan besaran tun-
tutan buruh kali ini yang secara
rata-rata bernilai Rp200.000. Said

Justru dengan adanya
Dewan Kesejahteraan
Buruh dan Satgas PHK
ini, komunikasi bisa
jauh lebih intens.

membandingkan dengan gaji dan
tunjangan yang diterima anggota
DPR mencapai Rpl04 juta per
bulan.

Said menyebut bahwa buruh
akan melakukan mogok nasional
hingga setop produksi di pab-
rik-pabrik, terutama di kawasan

Dia menyatakan bahwa unjuk
rasa ini merupakan awalan dari
rentetan demonstrasi ke depan,
kendati tak membeberkan pe-
rinciannya.

Menteri kerjaan (Me-
naker) Yassierli telah memper-
tanyakan basis perhitungan di
balik persentase kenaikan upah
minimum yang disodorkan buruh,
kendati tetap menyatakan bakal
menampung usulan tersebut.

Dia menggarisbawahi bahwa
gagasan kenaikan upah minimum
provinsi perlu melewati kajian
yang mendalam.

Selain terdiri atas sejumlah
faktor, Yassierli juga menying-

gung peran lzmbagaKemSmu

revisi RUU Pemilu untuk men-
desain ulang sistem pemilihan
umum (Pemilu) pada 2029.
Sementara itu, Wakil Ketua
Umum Kadin Indonesia sekali-
gus Anggota Dewan Pengupahan
Nasional (Depenas) dari kalangan
pengusaha, Sarman Simanjorang,
menjelaskan penetapan upah mi-
nimum harus mempertimbangkan
kemampuan dunia usaha.
“Kesejahteraan buruh tetap men-
jadi komitmen pengusaha, tetapi
kenaikan itu harus disesuaikan
dengan kondisi ekonomi saat ini,”
kata Sarman saat dihubungi Bisrus.
Dia menjelaskan bahwa keadaan
tersebut tak terlepas dari pereko-
dengan daya beli masyarakat yang
belum pulih, kondisi geopolitik
yang berdampak pada gejolak
ekonomi global, serta perang tarif

ng.

Bila kenaikan upah minimum
melampaui kemampuan dunia
usaha, dia khawatir terjadi rasiona-
lisasi dalam bentuk pengurangan
pekerja hingga PHK.

Untuk menghindari hal tersebut,
dia menggarisbawahi peran pe-
merintah sebagai penengah untuk
turut mengakomodasi kepentingan
pengusaha, yang memerlukan
kepastian dan jaminan bahwa
penetapan upah minimum harus
sesuai regulasi yang ditetapkan.

“Permenaker |Peraturan Mente-
ri Ketenagakerjaan No. 16/2024
tentang Penetapan Upah Mini-
mum menerangkan bahwa nilai
kenaikan UMP tersebut ditetap-

saluran-saluran aspirasi itu bisa  dan Pemutusan Hli:ung.m e\ penetapan upah minimum pada kan dengan mempertimbangkan
disampaikan melalui berbagai Kena. _ _ & ‘a tahun ini. pertumbuhan ekonomi, inflasi,
cara, walaupun melalui cara pe- “Tetapi sayang beribu Dalam aksi demontrasinya, dan indeks tertentu. Ini menjadi
nyampaian aspirasi demo itu juga  sayang Menaker dan buruh juga menuntut reformasi  rumusan yang harus kita jalankan
tidak masalah, yang penting se- menteri terkait lain- pajak, dan pengesahan UU Kete-  secara mumni dan konsekuen,” ujar
mangatnya kami semua rap nya tidak mencabut nagakerjaan yang baru. Sarman yang juga Wakil Ketua
untuk kemudian tidak menimbul-  Peraturan Pemerintah Tuntutan lain yang akan disua-  Umum Kamar Dagang dan Industri
kan gangguan terhadap fasilitas No.35 [2021] tentang rakan dalam aksi kemarin adalah  (Kadin) Indonesia. (Amnass Rizki
umum,” kata Prasetyo.  alih daya,” ujamya. pengesahan RUU Perampasan Aset  Kamafina) £
Feb Presiden Partai Bu- Selain itu, Said juga untuk memberantas korupsi, serta Pefkemba“qa“ Bem
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